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Korupsi merupakan bahaya laten yang mempunyai daya
rusak yang maha dasyat bagaikan ledakan bom atom di
hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus karena
berdampak pada kerugian negara baik secara material
maupun secara moral bagi generasi penerus, sehingga dapat
mengganggu sumber daya pembangunan dan
membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi
sudah bersifat transnasional.

Disaat Kepercayaan publik terhadap citra institusi Polri,

awal Juli 2022 terpuruk, karena perilaku oknumnya (Irjen Pol
Ferdy Sambu yang melakukan pembunuhan terhadap anak
buahnya yakni Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat), kini
KPK nilainya rapotnya merah, pasca di tetapkannya Firli
Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri
pertanian RI (Syahrul Yasin Limpo) oleh Polda Metro jaya
pada tanggal 22 November 2023.
Disaat citra buruk melebele institusi penegak hukum yakni:
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) awal Juli 2022 dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca di tetapkannya
Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri
pertanian RI (Syahrul Yasin Limpo) oleh Polda Metro jaya
pada tanggal 22 November 2023. Kejaksaan Agung Republik
Indonesia berhasil menorehkan prestasi yang sangat baik dan
membanggakan, dimana Kejaksaan Agung telah berhasil
mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.42,70 triliun, dan
61.948.551 dollar Amerika Serikat; Kerugian perekonomian
negara Rp.109,5 triliun, yang bersumber dari perkara PT AMU,
LPEl, Garuda Indonesia, minyak goreng, Duta Palma Grup,
Taspen dan BTS 4G Kominfo dan Kerugian keuangan negara
sebesar Rp.8,82 triliun, serta penyelamatan dan pemulihan
aset dari tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya Rp.1,1
triliun. Kinerja Kejaksaan Agung, Koloborasi Penegak Hukum
dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di
Indonesiaini mendapatapresiasi dari publik
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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
Bismillahirohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah
SWT” atas Rahmat, Taufig, dan Hidayah yang sudah diberikan
sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Kinerja
Kejaksaan Agung, Kolaborasi Penegak Hukum Dalam
Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada
kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku
terkait “Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam
Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kolaborasi dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Kami sadar bahwa
penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras pribadi,
namun kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal,
desertasi, tesis, skripsi, google, website, para ahli serta sumber
lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu
kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data,
pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan
banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum
maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih, belum
bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan
dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih
baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani
kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT”, membalas kebaikan
Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Wr. Wh.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam
masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke
tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap
kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan
berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana
korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak
ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi
suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa,
tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti
bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain,
khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan
orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan
kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga
tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat
merugikan negaral.

Dikutip dalam kpk.go.id, (2023-09-02) Korupsi telah
menjadi  duri dalam daging dalam upaya negara
menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di
dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah

1 Oky Riza WijayantoPeranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi,
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2007



BAB PERAN, FUNGSI DAN
KEDUDUKAN PROGRAM KERJA
PRIORITAS KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Peran, Fungsi dan Kedudukan Kejaksaan
1. Peran Jaksa Dalam Pemerintahan

Lembaga Kejaksaan Sebagai Salah Satu Unsur Sistem
Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Dasar tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan
urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi
strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem,
dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat
jilka instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan
kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.
Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan.
Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub
sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan
budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat
menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan
dengan baik atau tidak!?.

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran

11 Effendy, Marwan. 2005. Kejaksaan RI. Jakarta:PT Gramedia Pustaka
Utama, h.1
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B AB KOLOBORASI, KEJAKSAAN,
KEHAKIMAN, BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, OTORITAS JASA
KEUANGAN, KEPOLISIAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Korupsi Indonesia

Secara umum korupsi menyebabkan mutu pelayanan
publik berkurang dan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan
uang suap yang diberikan. Izinkan saya mengambil contoh
terkait dengan Pengurus SIM dan KTP, Paspord yang telah
ditentukan prosedur, tarif dan jangka waktunya bisa diakali
dengan memberi ongkos tambahan petugas. Bahkan, sudah
menjadi rahasia umum jika dalam pengurusan kedua urusan
tersabut dan juga jasa pelayanan publik lainnya, menjadi tempat
para mafia dan calo mencari nafkah. Mereka bekerja sama
dengan orang dalam yang turut andil mengabaikan prosedur
baku yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini merugikan,
misalnya, untuk sebagian orang yang lebih dulu mendaftar
tetapi tidak mempinyai uang lebih untuk menyogok petugas.
Mereka yang berkantong tipis biasanya kurang dipedulikan oleh
petugas. Dalam lingkungan yang koruptif, ekonomi dan bisnis
dijalankan tidak berdasarkan biaya yang nyata. Banyak sekali
unsur biaya yang sulit dipertanggung jawabkan yang di sebut
biaya siluman. Akibatnya percuma saja di gembar-gembor
murahnya tenaga kerja Indonesia sementara faktor biaya ini
tidak bisa di kendalikan. Pada gilirannya, ekonomi biaya tinggi
ini membuat produk indonesia tidak kompetitif baik di pasar
domestik maupun internasional. Korupsi juga akan membawa
efek lanjutan berupa menurunnya investasi dan pertumbuhan
ekonomi karena kebijakan yang tidak selayaknya telah
menguntungkan sekelompok orang dan menafikkan orang
banyak. Tidak saja di bidang ekonomi, korupsi juga memiliki
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BAB SENGKARUT PETAKA PENDEKAR
PENEGAK HUKUM KINERJA
KEJAKSAAN AGUNG PERBAIKI
WAJAH PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA

A. Potret Pemberantasan Korupsi di Indonesia
1. Sengkarut Petaka di Lingkaran Pendekar Hukum

Dilansir dalam laman Wikipedia (2024) Amerika
Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan
Nagasaki, Jepang, pada tanggal 6 dan 9 bulan Agustus 1945,
tahap akhir Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat
menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Quebec. Dua operasi
pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa!?7ini
merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk
pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah.

Begitu pula dalam beberapa tahun ini Bom Atom
berupa ketidakadilan dijatuhkan oleh penegak hukum
kepada masyarakat di Indonesia, sehingga menyebabkan
terbunuhnya ratusan juta jiwa meninggal, lalu apa yang
meninggal, (1). Meninggalnya (wafatnya penegakan hukum
yang berdasarkan ketuhanan, keadilan, kemanusian) di
Indonesia; (2). Meninggalnya ketidak adilan di publik; dan
(3). Meninggalnya rasa malu, denka-denki moral yang sangat
buruk dikalangan pendekar hukum, dimana seharusnya
beliau-beliau menjadi suri tauladan bagi tegaknya keadilan
dan kebenaran di Indonesia.

127 https:/ /id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama, Saat Manusia
Sekarat, Pada bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, diakses pada
tanggal 5 Desember 2024, pukul 09.43 WIB.
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